
BUPATI JEMBER 
PROVINS! JAWA TIMUR 

PERATURAN BUPATI JEMBER 
NOMOR 17 TAHUN 2022 

TENTANG 

TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA 
BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022 

Menimbang 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI JEMBER, 

bahwa 
Peraturan Pemerintah 
Pemberian Tunjan 
Aparatur 1un, 
Pe · u menetapkan 

Tunjangan Hari Raya 
Bersumber Dari Anggaran 

aerah Tah un Anggaran 2022; 

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
onesia Tahun 1945; 

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di lingkungan 
Propinsi Jawa Timur (Serita Negara Republik Indonesia 
Tah un 1950 Nomor 41), se bagaimana telah di u bah 
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang 
Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan 
Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi 
Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah 
Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 2730); 

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-U ndangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 



82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang­
Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6398); 

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang­
Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6573); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Serita 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42); 

Negara 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 .uu11.ru tentang 
etiga Selas Pemberian Tunjangan 

Kepada Aparatur Neganr.]?efils 
dan Penerima TC\llWi~arj ITh/hlun )L.~m1~ran ara 
RepublikJFtwiefe 

Le~)Jll'fllll\J'/lf!M 

,..,,, .,---, ambahan 

~1~1JJJ.1,:s omor 6787); 
l'Ne1~eri--'Nomor 80 Tahun 2015 

uk Hukum Daerah (Serita 
.. :.-__,,"_onesia Tahun 2015 Nomor 2036) 

diubah dengan Peraturan Menteri 
a egeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan 

~•=s Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 
2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 
157); 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); 

9. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 
2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2021 Nomor 4); 

10. Peraturan Supati Jember Nomor 104 Tahun 2021 tentang 
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Selanja Daerah 
Tahun Anggaran 2022 (Serita Daerah Kabupaten Jember 
Tahun 2021 Nomor 4); 



Menetapkan 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI TENTANG TEKNIS PEMBERIAN 
TUNJANGAN HARi RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG 
BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan 

pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan 
tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luas 
dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan ublik 
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam U ang-Undang 
Dasar Negara Republik Indonesia Taj:ltifi,,l'~N~ 

2. Pegawai Negeri Sipil JielM · ingkat PNS 

3. 

5. 

6. 

7. 

adalah warga negara !Rll9Jill='~¥J../ syara 
tertentu, i 
teta .,.,----r,,.<,. 

rjanjian Kerja yang 
a.lab warga negara Indonesia 

r1~1~I).u arat tertentu, yang diangkat 
anjian kerja untukjangka waktu tertentu 

:~uu_µ,,igka melaksanakan tugas pemerintahan. 
·a at Negara adalah Bupati dan Wakil Bupati serta 

pejabat negara lainnya yang ditentukan oleh peraturan 
perundang-undangan. 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang 
selanjutnya disingkat Anggota DPRD adalah Anggota 
DPRD Kabupaten Jember. 
Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat 
CPNS adalah Pegawai yang baru lulus tes seleksi 
penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil tahap pertama dan 
Calon Pegawai Negeri Sipil belum mengikuti kewajiban 
untuk memenuhi syarat sebagai Pegawai Negeri Sipil 
dengan gaji 100 % (seratus persen). 
Pegawai non-pegawai ASN BLUD adalah pegawai yang 
bertugas pada instansi daerah yang menerapkan pola 
pengelolaan keuangan BLUD. 



8. Pegawai non-pegawai ASN adalah pegawai yang telah 
menandatangani perjanjian kerja dengan pejabat yang 
memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan dan dalam perjanjian kerja 
dimaksud telah dinyatakan berhak menerima Tunjangan 
Hari Raya. 

9. Hari Raya adalah Hari Raya Idul Fitri. 

BAB II 
PEMBERIAN TUNJANGAN HAR! RAYA DAN 

GAJI KETIGA SELAS 

Bagian Kesatu 
Umum 
Pasal 2 

(1) PNS dan CPNS, Pejabat Negara, Anggota DPRD, Pimpin 
Sadan Layanan Umum Daerah, Pegawai non-peg 1 ASN 
pada Perangkat Daerah yang menerapkan p pengelolaan 

keuangan Sadan Layanan Um urn .nc, ,.J..✓,.,.1 erta PPPK 
diberikan Tunjangan Hari Raya d 

(2) Pegawai non-pegawai ASN---'j;~cflg 
perjanjian kerja den~=t-1!-f~ 

hanya diberik Jc1.ft~·'Vt'1'' 
(3) Tunjan.,_...__,,,.,., ti .w1.,_,__ 

a,,.,.~~ g~M~~a; atau 
nstansi pemerintah baik di 

,....,,,,,,,ii luar negeri yang gajinya dibayar 

Bagian Kedua 
Pemberian Tunjangan Hari Raya 

Pasal 3 

(1) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 

persen). 
(2) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) diberikan bagi CPNS meliputi: 
a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 



d. tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 

persen). 
(3) Tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 

persen) sebagaimana ayat (1) dan ayat (2), tidak termasuk: 
a. insentif kinerja; 
b. insentif kerja; 
c. tunjangan profesi guru dan tambahan penghasi!an bagi 

guru PNS; dan 
d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

ASN Lainnya. 
(4) Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 

ayat (1) diberikan bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan. 

(5) Tunjangan Hari Raya bagi Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah, paling banyak sebesar akumul 
dari Vang Representasi, Tunjangan Keluarga, dan angan 
Jabatan Pimpinan dan Anggota Dewan Pe!J,lljalalan Rakyat 
Daerah sesuai dengan ketentuan ~Fa1:)Af~ perundang­
undangan yang mengatur hak y~mg~• dministratif 
Pimpinan dan Anggota De~tr(I;'~fW.aJcil~rA "•"-"•}\'II-LI 

nan um (6) Tunjangan Hari Rava--mlm-Pi1!nld 
Daerah dan P~6w;al'i!d>rl IP'ee:a.·wat Li,~§ii~~gara pada 

o a pengelolaan 
aerah paling banyak 

a Gaji Ketiga Belas yang 
oa Badan Layanan Umum Daerah 

e gkatjabatannya atau gradenya setara. 
-pegawai ASN yang telah menandatangani 

\___pel]Jlil1.Jlan kerja dengan pejabat yang memiliki kewenangan, 
paling banyak sebesar gaji/honor yang diberikan setiap 
bulannya. 

Bagian Ketiga 
Pemberian Gaji Ketiga Belas 

Pasal 4 

(1) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat 
(1) diberikan bagi PNS dan PPPK meliputi: 

a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan jabatan atau tunjangan um um; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 

persen). 



(2) Gaji Ketiga Belas dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan 
bagi CPNS meliputi: 

a. 80 % (delapan puluh persen) dari gaji pokok PNS; 
b. tunjangan keluarga; 
c. tunjangan pangan; 
d. tunjangan umum; dan 
e. tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 

persen). 
(3) Tambahan penghasilan paling banyak 50 % (lima puluh 

persen) sebagaimana ayat (1) dan (2) diatas, tidak termasuk: 
a. insentif kinerja; 
b. insentif kerja; 
c. tunjangan profesi guru dan tambahan penghasilan bagi 

guru PNS; dan 
d. tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan objektif 

ASN Lainnya. 
(4) Gaji Ketiga Belas dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) diberikan 

bagi Bupati dan Wakil Bupati meliputi: 
a. gaji pokok; 
b. tunjangan keluarga; dan 
c. tunjangan jabatan. 

(5) Gaji Ketiga Belas bagi Pimp,!Jiett1..lh 
Perwakilan Rakyat Daerah"!,-{ltlµmj akumulas· 

Tu · gan 
· n Rakyat 

ran perundang­
ireuangan dan administratif 

erwakilan Rakyat Daerah. 

dari Uang Represen.!,<><!"n' 
Jabatan Pim.git· ~r-tl 

trn1:(!'.]./r'impinan Badan Layanan Umum 
H_,_.:: ___ __,. Non Pegawai Aparatur Sipil Negara pada 

.«L . ...-uaerah yang menerapkan pola pengelolaan 
u an Badan Layanan Umum Daerah paling banyak 

sebesar Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas yang 
diberikan kepada PNS pada Badan Layanan Umum Daerah 
tersebut yang peringkatjabatannya atau gradenya setara. 

(7) Dalam hal terdapat perubahan pada besaran untuk 1 (satu) 
bulan Juni Tahun 2022 yang seharusnya diterima dibayarkan 
selisih kekurangan atau dilakukan penyetoran kelebihan Gaji 
Ketiga belas. 

BAB III 
PEMBAYARAN 

Pasal 5 

(1) Pembayaran Tunjangan Hari Raya sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 dibayarkan paling cepat 10 (sepuluh) hari 



kerja sebelum tanggal Hari Raya yakni pada bulan April 
Tahun 2022. 

(2) Besaran Tunjangan Hari Raya yang dibayarkan didasarkan 
komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan April 
Tahun 2022. 

(3) Dalam ha! penghasilan 1 (satu) bulan pada 2 (dua) bulan 
sebelum bulan Hari Raya sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) belum dibayarkan sebesar penghasilan yang 
seharusnya diterima karena berubahnya penghasilan, 
kepada yang bersangkutan tetap diberikan selisih 
kekurangan Tunjangan Hari Raya. 

(4) Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

dibayarkan paling cepat pada bulan Juli 2022. 
(5) Besaran Gaji Ketiga Belas yang dibayarkan didasarkan 

komponen penghasilan yang dibayarkan pada bulan Juni 
Tahun 2022. 

(6) Dalam ha! Gaji Ketiga Belas sebagaimana dimaksud pada 
ayat (4) belum dapat dibayarkan, Gaji Ketiga Belas da 
dibayarkan setelah bulan Juli 2022. 

Pasal 6 

(1) Tunjangan Hari Raya d 
dimaksud dalam P<,-,,,.-r- {~takan 

rdasarkan 

~· _,..._.1ga Belas sebagaimana 
Pasal 4 dikenakan pajak 

u dengan ketentuan peraturan 
~u<1ngan dan ditanggung Pemerintah Daerah. 

Pasal 7 

Mekanisme pembayaran Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 
belas dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan yang mengatur mengenai pedoman pengelolaan 
keuangan daerah. 

BAB IV 
PENDANAAN 

Pasal 8 

Pendanaan pemberian Tunjangan Hari Raya dan Gaji Ketiga 
Belas dapat bersumber dari : 
a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 
b. Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat. 



BABV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal9 

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Nomor 41 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pemberian 
Tunjungan Hari Raya dan Gaji Ketiga Belas Kepada Aparatur 
Negara Tahun 2021 Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten 
Jember Tahun 2021 Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak 
berlaku. 

Pasal 10 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan 
dalam Berita Daerah Kabupaten Jember. 

HENDY S 

H, 

NIP. 19630215 199202 1 001 

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2022 NOMOR 17 




